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LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS 
NOMOR 1 TAHUN 2013 
TENTANG TATA CARA KOORDINASI, PEMANTAUAN, 
EVALUASI DAN PELAPORAN STRATEGI NASIONAL 
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Sebagai salah satu konsekuensi dari ratifikasi konvensi PBB tentang Anti 
Korupsi (The United Nations Convention Against Corruption) Tahun 2003 
melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Pemerintah Indonesia harus 
merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang pencegahan dan 
pemberantasan korupsi. 
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan acuan 
bagi pemerintah dan masyarakat dalam mensinergikan berbagai upaya 
pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu Koordinasi, 
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Strategi Nasional 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi harus terkoordinasi dengan baik 
serta terintegrasi dalam keseluruhan proses penyelengggaraan pemerintahan 
dan pembangunan.  
Kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut telah 
ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 
2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, pada tanggal 23 Mei 
2012. 
Dalam rangka mensinergikan semua upaya tersebut maka sesuai Peraturan 
Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tersebut, perlu disusun dan ditetapkan 
Pedoman Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 
Pelaksanaannya, yang selanjutnya disebut Pedoman. 

B. Tujuan  

Tujuan ditetapkannya Pedoman ini adalah sebagai panduan bagi 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi sehingga tercapai sinergi dalam kerangka 
pencegahan dan pemberantasan korupsi.  

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi tata cara: 

1. penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 
2. pemantauan, evaluasi dan pelaporan Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi; 
3. evaluasi dan pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi; dan 
4. kerangka partisipasi masyarakat. 
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D. Landasan Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
No 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan The United 
Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4620); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868); 

  
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan 
Jangka Menengah 2012-2014; 

10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 
005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perencanaan dan Pembangunan Nasional Pembangunan Nasional/Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012. 

E.  Pengertian 

1. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka 
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, 
yang selanjutnya disebut Stranas PPK, adalah dokumen yang memuat 
visi, misi, sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas pencegahan dan 
pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka 
menengah tahun 2012-2014, serta piranti anti korupsi. 
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2. Fokus Kegiatan Prioritas adalah isu-isu prioritas yang telah diidentifikasi 
dan ditetapkan sebagai pokok gagasan pengembangan Aksi Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi berdasarkan 6 (enam) Stranas PPK, baik 
yang bersifat jangka panjang maupun jangka menengah. 

3. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disebut 
Aksi PPK, adalah tindakan kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari 
fokus kegiatan prioritas masing-masing strategi dalam Stranas PPK 
sekaligus sebagai upaya mengintegrasikan berbagai agenda dan inisiatif 
lain yang mengarah pada pencegahan dan pemberantasan korupsi.  

4. Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut K/L, adalah organisasi 
pemerintah kementerian dan non kementerian yang bertugas sebagai 
pembantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dan 
melaksanakan pembangunan nasional.  

5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut Setda, adalah unsur 
pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang mempunya tugas dan 
kewajiban membantu pimpinan daerah dalam menyusun kebijakan dan 
mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut 
Bappeda, adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan 
penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah. 

8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional, yang selanjutnya Menteri Perencanaan, adalah 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dan di bidang 
perencanaan pembangunan nasional. 

9. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Kementerian 
PPN/Bappenas, adalah unsur pelaksana pemerintah yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab pada Presiden dalam melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

10. Focal Point adalah perseorangan yang ditunjuk oleh K/L atau Pemerintah 
Daerah sebagai penanggung jawab teknis untuk kelancaran koordinasi 
dalam proses penyusunan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan Aksi 
PPK. 

11. Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) atau nama lainnya adalah 
gabungan berbagai OMS yang dibentuk atas inisiatif komunitas 
masyarakat sipil untuk kepentingan pengawalan seluruh tahapan Aksi 
PPK. 

12. Peran Serta Masyarakat adalah peran aktif perorangan maupun 
organisasi dalam mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan 
korupsi. 

13. Tahapan Aksi PPK adalah tahapan proses persiapan, penyusunan, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan capaian pelaksanaan 
Aksi PPK yang dilaksanakan setiap tahun oleh K/L dan Pemerintah 
Daerah. 
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14. Laporan pelaksanaan Stranas PPK meliputi laporan hasil pemantauan 3 
(tiga) bulanan pelaksanaan Aksi PPK oleh K/L dan Pemerintah Daerah 
serta laporan evaluasi tahunan pelaksanaan Stranas PPK. 

15. Laporan Independen adalah laporan evaluasi tahunan tentang capaian 
pelaksanaan Stranas PPK yang dibuat oleh Koalisi OMS pada tingkat 
provinsi dan nasional. 

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat 
RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

17. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan nasional 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

18. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya 
disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang 
berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang 
merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana 
Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun 
anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 
 

19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode I (satu) tahun. 

20. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat 
daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk 
melaksanakannya. 

22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan 
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kementerian/Lembaga. 

23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan 
kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya 
baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan 
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

24. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan 
gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian 
pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-
masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk 
menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih. 

25. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan 
Aksi PPK setiap 3 (tiga) bulan, mengidentifikasi serta mengantisipasi 
permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil 
tindakan sedini mungkin. 
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26. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan 
(input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan 
standar capaian Aksi PPK yang telah ditetapkan. 

27. Pelaporan adalah tindakan menyampaikan laporan hasil pemantuan tiga 
bulanan dan hasil evaluasi tahunan tentang capaian pelaksanaan Aksi 
PPK. 
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b) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama 
menunjuk Biro Perencanaan/unit kerja yang melaksanakan fungsi 
perencanaan sebagai pelaksana teknis kegiatan Diskusi Persiapan. 

1) Peserta yang diundang dalam Diskusi Persiapan meliputi unit-unit 
kerja K/L, OMS, akademisi, jurnalis, asosiasi profesi yang memiliki 
pengetahuan dan/atau pengalaman berhubungan dengan 
pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan K/L. 

2) Diskusi Persiapan dilaksanakan pada Triwulan I (Januari-Maret) 
tahun anggaran berjalan untuk penetapan Aksi PPK pada 1(satu) 
tahun anggaran berikutnya. 

a. Penetapan Focal Point dan Pembentukan Tim Penyusun  
1) Focal Point adalah pejabat/staf pada Biro Perencanaan/unit kerja 

yang melaksanakan fungsi perencanaan K/L yang ditunjuk dan 
ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris 
Kementerian/Sekretaris Utama untuk : 
a) mengemban tugas komunikasi dan koordinasi ke dalam dan ke 

luar K/L sepanjang proses penyusunan Aksi PPK K/L;  
b) melakukan kajian tentang kompetensi individu maupun 

organisasi di luar K/L yang dipandang dapat berkontribusi 
pada penyusunan Aksi PPK K/L. 

2) Tim Penyusun Aksi PPK K/L ditetapkan oleh Sekretaris 
Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama setelah 
mendapatkan hasil kajian kompetensi yang dilakukan oleh Focal 
Point. 

3) Tugas utama Tim Penyusun Aksi PPK K/L antara lain : 
a) mengelola proses teknis penyusunan Aksi PPK mulai dari 

penyiapan dan pembahasan draft hingga penajaman aksi;  
b) mengkoordinasikan dan memastikan keterlibatan pihak-pihak 

terkait dalam keseluruhan tahap penyusunan Aksi PPK K/L; 
c) mendokumentasikan hasil pada setiap tahapan proses dan 

menyampaikan laporan proses penyusunan kepada pimpinan 
K/L. 

4) Anggota Tim Penyusun Aksi PPK K/L berasal dari Biro 
Perencanaan, Biro Hukum dan Inspektorat Jenderal serta unsur 
luar K/L yang berasal dari unsur perguruan tinggi/akademisi, 
OMS, jurnalis dan asosiasi profesi yang memiliki kompetensi dan 
pengalaman dengan pelaksanaan tugas dan fungsi K/L masing-
masing. 

b. Tahapan Penyusunan meliputi kegiatan : 
1) penyiapan dan pembahasan draft; dan 
2) Kampanye dan Konsultasi Publik (KKP). 

c. Penyiapan dan Pembahasan Draft 
1) Tim Penyusun menyiapkan draft Aksi PPK K/L. 
2) Draft Aksi PPK K/L didasarkan pada Fokus Kegiatan Prioritas 

Stranas PPK dan sejalan dengan Renstra dan Renja K/L.  
3) Draft aksi PPK disiapkan dengan menggunakan format Matriks 8 

Kolom yang mencantumkan dengan jelas aksi yang akan 
dilaksanakan, penanggung jawab pelaksanaan tiap aksi yang 
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diusulkan, instansi terkait, kriteria dan ukuran keberhasilan serta 
keterangan penjelasan yang dibutuhkan. 
Matriks 8 Kolom untuk Aksi PPK K/L digambarkan pada Tabel 2.1 
di bawah ini.  

Tabel 2.1 
Matriks 8 Kolom untuk Aksi PPK K/L 

 

 
Petunjuk teknis pengisian Matriks 8 Kolom untuk Aksi PPK K/L 
dijelaskan di Bagian 1 Anak Lampiran Peraturan Menteri ini yang 
merupakan satu kesatuan dari bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

4) Pembahasan draft Aksi PPK K/L dilakukan dalam bentuk 
pertemuan atau rapat kerja K/L. 

5) Pembahasan draft Aksi PPK dilaksanakan pada Triwulan II tahun 
anggaran berjalan (April-Juni) untuk penetapan Aksi PPK tahun 
anggaran berikutnya. 

d. Kampanye dan Konsultasi Publik (KKP) 
1) K/L menyelenggarakan KKP untuk mendapatkan tanggapan dan 

masukan terhadap draft Aksi PPK yang sudah disiapkan oleh Tim 
Penyusun. 

2) Peserta KKP meliputi unit kerja penanggung jawab aksi, unsur 
luar K/L yang berasal dari perguruan tinggi/ akademisi, OMS, 
jurnalis dan asosiasi profesi yang memiliki kompetensi dan 
pengalaman dengan pelaksanaan tugas dan fungsi K/L. 

3) KKP dalam penyusunan Aksi PPK K/L dilaksanakan pada 
Triwulan III (Juli-September) tahun anggaran berjalan untuk 
penetapan Aksi PPK tahun anggaran berikutnya. 

e. Tahapan Penetapan meliputi kegiatan : 
1) penyempurnaan Aksi PPK K/L; 
2) penetapan Aksi PPK K/L; dan 
3) penajaman Aksi PPK K/L dan sosialisasi. 

f. Penyempurnaan Aksi PPK K/L 
1) Kementerian PPN/Bappenas (Cq. Deputi Bidang Politik, Hukum 

Pertahanan dan Keamanan) melakukan penyempurnaan terhadap 
usulan Aksi PPK dari semua K/L. 

2) Penyempurnaan Aksi PPK K/L dilakukan untuk mendapatkan 
tanggapan dan masukan tentang kejelasan aksi yang diusulkan 
serta ketepatan kriteria dan ukuran keberhasilan yang 
direncanakan oleh masing-masing K/L. 

3) Proses penyempurnaan Aksi PPK K/L dilakukan dalam bentuk 
pertemuan dengan berbagai pihak terkait. 

Aksi Penanggung 
Jawab 

Instansi 
Terkait 

Kriteria 
Keberhasilan 

Ukuran 
Keberhasilan 

Ukuran 
Keberhasilan 

B03,B06, 
B09,B12 

% 
Capaian Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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4) Peserta dalam proses penyempurnaan Aksi PPK K/L adalah Focal 
Point dari masing-masing K/L dan perwakilan masyarakat yang 
berasal dari perguruan tinggi/akademisi, OMS, asosiasi profesi 
serta kelompok jurnalis.  

5) Penyempurnaan Aksi PPK K/L dilaksanakan pada Triwulan III 
(Juli-September) pada setiap tahun anggaran berjalan. 

6) Hasil penyempurnaan Aksi PPK K/L digunakan oleh Kementerian 
PPN/Bappenas (Cq. Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan 
Keamanan) sebagai bahan dasar untuk penyusunan ketetapan 
tentang Aksi PPK K/L. 

g. Penetapan Aksi PPK K/L 
1) Aksi PPK K/L ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden pada 

setiap tahun anggaran berjalan. 
2) Penetapan Aksi PPK K/L dalam bentuk Instruksi Presiden 

dimaksudkan untuk mengukuhkan berbagai Aksi PPK K/L yang 
telah diusulkan oleh K/L dan telah di-revirew oleh Kementerian 
PPN/Bappenas menjadi bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan 
karena merupakan perintah Presiden. 

3) Dalam rangka penetapan Aksi PPK K/L, ditempuh tahapan 
sebagai berikut : 
a) Menteri Perencanaan menyampaikan laporan hasil 

penyempurnaan Aksi PPK K/L kepada Menteri Koordinator 
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; dan 

b) Menteri Perencanaan mengusulkan kepada Menteri 
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk 
melakukan pertemuan terbatas dengan Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian; Menteri Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat dan beberapa Menteri terkait lainnya 
untuk membahas Aksi PPK sebelum dituangkan ke dalam 
Instruksi Presiden. 

4) Instruksi Presiden tentang Aksi PPK ditetapkan pada Triwulan IV 
(Oktober-Desember) tahun anggaran berjalan. 

h. Penajaman Aksi PPK K/L dan Sosialisasi  
1) Penajaman Aksi PPK K/L dimaksudkan untuk menyepakati 

ukuran keberhasilan tiga bulanan (target antara) dari ukuran 
keberhasilan Aksi PPK yang dituangkan dalam Instruksi Presiden. 

2) Penajaman Aksi PPK K/L dilakukan oleh Menteri Perencanaan (Cq. 
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan) 
didukung oleh UKP4 (atau lembaga lain yang serupa) bersama 
dengan K/L masing-masing. 

3) Langkah teknis pelaksanaan penajaman Aksi PPK K/L antara lain 
sebagai berikut : 
a) setelah ditetapkan Instruksi Presiden tentang Aksi PPK, 

Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan pertemuan dengan 
masing-masing K/L; 

b) jadwal penajaman Aksi PPK ditetapkan oleh Kementerian 
PPN/Bappenas setelah berkoordinasi dengan Focal Point dari 
masing-masing K/L; dan 
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c) hasil penajaman Aksi PPK K/L di-input oleh masing-masing 
K/L ke dalam sistem pemantauan Stranas PPK. 
Cara meng-input hasil penajaman Aksi PPK K/L dijelaskan 
pada Bagian 2 Anak Lampiran Peraturan Menteri ini yang 
merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini.  

4) Hasil penajaman Aksi PPK K/L dijadikan dasar untuk pemantauan 
tiga bulanan. 

5) Penajaman Aksi PPK K/L dilaksanakan pada bulan Januari tahun 
anggaran ke depan. 

6) Instruksi Presiden tentang Aksi PPK disosialisasikan oleh 
Kementerian PPN/Bappenas dan masing-masing K/L. 

7) Sosialisasi ditujukan untuk : 
a) menyampaikan informasi yang utuh tentang Aksi PPK yang 

dikukuhkan melalui Instruksi Presiden; 
b) menyebarluaskan informasi tentang agenda dan/atau berbagai 

inisiatif yang sedang dilakukan dalam rangka pencegahan dan 
pemberantasan korupsi; dan 

c) membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam 
pengawasan pelaksaan Aksi PPK K/L. 

1. Tahapan Penyusunan Aksi PPK Pemerintah Daerah 
a. Tahapan Persiapan meliputi: 

1) Diskusi Persiapan; dan 
2) penetapan Focal Point dan Tim Penyusunan Aksi PPK Pemerintah 

Daerah. 
b. Diskusi Persiapan 

1) Pemerintah Daerah melaksanakan Diskusi Persiapan sebagai 
sarana penguatan pemahaman dan komitmen pencegahan dan 
pemberantasan korupsi.  

2) Tujuan Diskusi Persiapan adalah untuk : 
a) menentukan jadwal dan tahapan penyusunan Aksi PPK 

Pemerintah Daerah; dan 
b) menentukan Focal Point dan membentuk Tim Penyusun Aksi 

PPK Pemerintah Daerah. 
3) Dalam menyelenggarakan Diskusi Persiapan, Pemerintah Daerah 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
a) Sekretariat Daerah Provinsi berkoordinasi dengan Kementerian 

Dalam Negeri (Cq. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan 
Daerah); 

b) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan 
Sekretariat Provinsi; 

c) Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretariat Daerah 
Kabupaten/Kota menunjuk tim teknis Pelaksana Diskusi 
Persiapan untuk penyusunan Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 

d) tim teknis melaksanakan Diskusi Persiapan dan 
menyampaikan laporan hasil Diskusi Persiapan. 
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4) Peserta Diskusi Persiapan meliputi seluruh SKPD dan perwakilan 
masyarakat dari unsur OMS, akademisi, jurnalis, asosiasi profesi 
yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman berhubungan 
dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Pemerintah 
Daerah. 

5) Diskusi Persiapan dilaksanakan pada Triwulan I (Januari-Maret) 
tahun anggaran berjalan untuk penetapan Aksi PPK Pemerintah 
Daerah pada 1(satu) tahun anggaran ke depan. 

c. Penetapan Focal Point dan Tim Penyusun Aksi PPK Pemerintah Daerah  
1) Focal Point adalah pejabat/staf pada Sekretariat Daerah atau 

Bappeda yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah 
untuk : 
a) mengampu tugas komunikasi dan koordinasi internal 

Pemerintah Daerah maupun ke Pemerintah Pusat dan 
masyarakat; 

b) melakukan kajian tentang kompetensi individu maupun 
organisasi di luar Pemerintah Daerah yang dipandang dapat 
berkontribusi pada penyusunan Aksi PPK Daerah; dan 

c) Focal Point untuk Pemerintah Daerah Provinsi juga bertugas 
untuk memberikan konsultasi dalam penyusunan Aksi PPK 
Kabupaten/Kota. 

2) Tim Penyusun Aksi PPK Pemerintah Daerah ditetapkan oleh 
Kepala Daerah setelah mendapatkan usulan nama atas dasar hasil 
kajian kompetensi yang dilakukan oleh Focal Point di Sekretariat 
Daerah. 

3) Tugas utama Tim Penyusun Aksi PPK Pemerintah Daerah antara 
lain : 
a) mengelola proses teknis penyusunan Aksi PPK mulai dari 

penyiapan dan pembahasan draft hingga penajaman Aksi PPK; 
b) mengkoordinasikan dan memastikan keterlibatan pihak-pihak 

terkait dalam keseluruhan tahap penyusunan Aksi PPK 
Pemerintah Daerah; 

c) mendokumentasikan hasil pada setiap tahapan proses dan 
menyampaikan laporan proses penyusunan kepada pimpinan 
daerah; dan 

d) melakukan review terhadap usulan Aksi PPK Kabupaten/Kota. 
4) Ketua Tim Penyusun Aksi PPK Pemerintah Daerah adalah 

Sekretaris Daerah dengan Sekretaris Tim adalah Asisten 
Sekretaris Daerah Bidang Pemerintah dan anggota tim dari 
Bappeda, Inspektorat `Daerah, SKPD yang terkait dengan kegiatan 
prioritas dalam Stranas PPK serta unsur luar Pemerintah Daerah 
yang berasal dari perguruan tinggi/akademisi, OMS, jurnalis dan 
asosiasi profesi yang memiliki kompetisi dan pengalaman dengan 
pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. 

d. Tahapan Penyusunan meliputi : 
1) persiapan dan pembahasan draft Aksi PPK Pemerintah Daerah; 
2) Kampanye dan Konsultasi Publik (KKP). 
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e. Persiapan dan Pembahasan Draft Aksi PPK Pemerintah Daerah 

1) Tim Penyusun menyiapkan draft Aksi PPK. 
2) Draft Aksi PPK Pemerintah Daerah didasarkan pada fokus 

Kegiatan Prioritas Stranas PPK dan sejalan dengan RPJMD, RKPD 
Renja SKPD. 

Aksi PPK Pemerintah Daerah disusun dengan menggunakan 
format Matriks 8 Kolom seperti ditunjukkan pada Tabel 2.2 
berikut ini. 

Tabel 2.2 
Matriks 8 Kolom untuk Aksi PPK Pemerintah Daerah 

Petunjuk teknis pengisian format Matriks 8 kolom untuk Aksi PPK 
Pemerintah Daerah diuraikan lebih lanjut dalam Bagian 1 Anak 
Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan 
dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

3) Pembahasan draft Aksi PPK Pemerintah Daerah dilakukan melalui 
workshop pembahasan Draft Aksi PPK Pemerintah Daerah. 

4) Peserta workshop pembahasan draft Aksi PPK Pemerintah Daerah 
adalah anggota Tim Penyusun serta perwakilan biro/bagian 
perencanaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
terkait dengan kegiatan prioritas dalam Stranas PPK serta 
perwakilan masyarakat dari perguruan tinggi, organisasi 
masyarakat sipil, jurnalis dan asosiasi profesi. 

5) Pembahasan draft Aksi PPK dilaksanakan pada Triwulan II tahun 
anggaran berjalan (April-Juni) untuk penetapan Aksi PPK tahun 
anggaran berikutnya. 

f. Kampanye dan Konsultasi Publik (KKP) 
1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KKP untuk mendapatkan 

tanggapan dan masukan terhadap draft Aksi PPK yang sudah 
disiapkan oleh Tim Penyusun. 

2) KKP ditujukan untuk : 
a) mensosialisasikan draft Aksi PPK Pemerintah Daerah yang 

telah disiapkan; dan 
b) mendapatkan masukan terhadap substansi Aksi PPK serta 

ukuran keberhasilan yang diusulkan;  
3) Dalam rangka penyelenggaraan KKP, Pemerintah Daerah 

melakukan tahapan sebagai berikut : 
a) Focal Point Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan 

Kementerian Dalam Negeri (Cq. Direktorat Jenderal Bina 
Pembangunan Daerah); dan 

Aksi Penanggung 
jawab 

Instansi 
Terkait 

Kriteria 
Keberhasilan 

Ukuran 
Keberhasilan 

Ukuran 
Keberhasilan 

B03,B06, 
B09,B12 

% 
Capaian Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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b) Focal Point Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan 
Focal Point Pemerintah Provinsi;  

4) Peserta KKP meliputi Tim Penyusun, penanggung jawab setiap 
Aksi PPK dan unsur luar Pemerintah Daerah yang berasal dari 
perguruan tinggi/akademisi, OMS, jurnalis dan asosiasi profesi 
yang memiliki kompetensi dan pengalaman dengan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.  

5) KKP dalam penyusunan Aksi PPK Pemerintah Daerah 
dilaksanakan pada Triwulan III (Juli-September) tahun anggaran 
berjalan untuk penetapan Aksi PPK tahun anggaran berikutnya. 

g. Tahapan Penetapan meliputi: 
1) penyempurnaan Aksi PPK Pemerintah Daerah; 
2) penetapan Aksi PPK Pemerintah Daerah; dan 
3) penajaman dan sosialisasi Aksi PPK Pemerintah Daerah. 

h. Penyempurnaan Aksi PPK Pemerintah Daerah 
1) Penyempurnaan Aksi PPK Pemerintah Daerah dimaksudkan 

untuk: 
a) memastikan kejelasan aksi dan ketepatan penentuan kriteria 

serta ukuran keberhasilan yang diusulkan berdasarkan 
tanggapan dan masukan dalam KKP; dan 

b) memastikan komitmen, kesiapan dan kemampuan Pemerintah 
Daerah dalam melaksanakan tindakan/aksi yang diusulkan. 

2) Langkah-langkah penyempurnaan Aksi PPK Pemerintah Daerah 
adalah sebagai berikut : 
a) Ketua Tim Penyusun Aksi PPK Provinsi menyampaikan hasil 

KKP kepada Kementerian Dalam Negeri; 
b) Kementerian Dalam Negeri (Cq. Direktorat Jenderal Bina 

Pembangunan Daerah) melakukan review Aksi PPK Pemerintah 
Daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi; 

c) Hasil review Aksi PPK Provinsi yang telah disepakati oleh 
Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Provinsi 
menjadi dasar untuk penyusunan Instruksi Presiden tentang 
Aksi PPK; 

d) Focal Point di Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota 
menyampaikan hasil KKP kepada Seketariat Daerah Provinsi; 

e) Pemerintah Provinsi (Cq. Sekretariat Daerah dan Bappeda 
Provinsi) melakukan review terhadap Aksi PPK Pemerintah 
Daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; 

f) Hasil review aksi PPK Kabupaten/Kota yang telah disepakati 
oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk 
dijadikan dasar penyusunan Instruksi Presiden. 

3) Penyempurnaan Aksi PPK dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 
anggaran berjalan (Oktober-Desember) bersamaan dengan jadwal 
pembahasan dan penetapan RKA menjadi DPA SKPD. 
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i. Penetapan Aksi PPK Pemerintah Daerah  

1) Aksi PPK Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Instruksi 
Presiden tentang Aksi PPK bersama dengan Aksi PPK K/L pada 
setiap tahun anggaran berjalan. 

2) Penetapan Aksi PPK Pemerintah Daerah dalam bentuk Instruksi 
Presiden ini dimaksudkan untuk mengukuhkan berbagai Aksi PPK 
Daerah yang telah diusulkan mengikat dan wajib dilaksanakan.  

3) Dalam rangka penetapan Aksi PPK Pemerintah Daerah menjadi 
Instruksi Presiden, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi 
dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk menggabungkan Aksi 
PPK K/L dan Pemerintah Daerah. 

4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Aksi PPK Pemerintah Daerah berdasarkan kepentingan 
dan kebutuhan masing-masing daerah. 

j. Penajaman dan Sosialisasi Aksi PPK Pemerintah Daerah 
1) Penajaman Aksi PPK Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk 

menyepakati ukuran keberhasilan tiga bulanan (target antara) dari 
ukuran keberhasilan aksi PPK yang dituangkan dalam Instruksi 
Presiden.  

2) Penajaman Aksi PPK Provinsi dilakukan oleh Kementerian Dalam 
Negeri (Cq. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah). 

3) Penajaman Aksi PPK Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bappeda 
Provinsi.  

4) Langkah teknis pelaksanaan penajaman Aksi PPK Pemerintah 
Daerah antara lain sebagai berikut : 
a) setelah ditetapkan Instruksi Presiden tentang Aksi PPK, 

Kementerian Dalam Negeri (Cq. Direktorat Jenderal Bina 
Pembangunan Daerah) melaksanakan pertemuan dengan 
masing-masing Pemerintah Provinsi; 

b) setelah ditetapkan Instruksi Presiden tentang Aksi PPK, 
Pemerintah Provinsi melaksanakan pertemuan dengan masing-
masing Pemerintah Kabupaten/Kota; 

c) jadwal penajaman Aksi PPK Provinsi ditetapkan oleh 
Kementerian Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan Ketua 
Tim Penyusun Aksi PPK dari masing-masing Provinsi; 

d) jadwal penajaman Aksi PPK Kabupaten/Kota ditetapkan oleh 
Bappeda Provinsi setelah berkoordinasi dengan Focal Point dari 
masing-masing kabupaten/kota; 

e) hasil penajaman Aksi PPK Pemerintah Daerah di-input oleh 
masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota ke dalam sistem 
pemantauan Stranas PPK. 

Cara meng-input hasil penajaman Aksi PPK Pemerintah Daerah 
dijelaskan pada Bagian 2 Anak Lampiran Peraturan Menteri ini 
yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

5) Penajaman Aksi PPK Pemerintah Daerah dilaksanakan pada bulan 
Januari tahun anggaran berjalan. 
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6) Instruksi Presiden tentang Aksi PPK disosialisasikan oleh 
Kementerian Dalam Negeri dan masing-masing Pemerintah 
Daerah. 

7) Tujuan umum sosialisasi dokumen Aksi PPK antara lain : 
a) menyampaikan informasi yang utuh tentang Aksi PPK yang 

telah dikukuhkan melalui Instruksi Presiden; 
b) menyebarluaskan informasi tentang agenda dan/atau berbagai 

inisiatif yang sedang dilakukan dalam rangka pencegahan dan 
pemberantasan korupsi; 

c) membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam 
pengawasan pelaksanaan Aksi PPK Pemerintah Daerah. 

8) Sosialisasi Instruksi Presiden tentang Aksi PPK dilakukan oleh 
Bappeda atau SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

BAB III 

KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN STRATEGI 
NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI  

A. Ketentuan Umum 

1. Prinsip-prinsip dasar koordinasi Stranas PPK meliputi : 
a. Terpusat dan terpadu, artinya koordinasi dalam penyusunan, 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan 
dengan pengendalian yang jelas sehingga ada keterpaduan tindakan 
baik oleh pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. 

b. Terus menerus dan berkesinambungan, artinya koordinasi dilakukan 
terus menerus sepanjang pelaksanaan aksi PPK sebagai rangkaian 
kegiatan yang saling menyambung dan berkaitan sehingga berbagai 
benturan dan kendala sesegera mungkin dapat diatasi.  

c. Pendekatan multi instansional, artinya koordinasi merupakan ujud 
saling memberikan informasi yang relevan untuk menghindarkan 
tumpang tindih tugas yang satu dengan tugas yang lain. 

2. Prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan untuk pemantauan dan 
evaluasi Stranas PPK meliputi :  
a. Obyektif dan profesional  

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara profesional berdasarkan 
analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian 
secara obyektif dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan 
kebijakan, program/kegiatan. 

b. Transparan  
Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan dilaporkan 
secara berkala melalui berbagai media yang ada agar masyarakat 
dapat mengakses dengan mudah informasi dan hasil kegiatan 
pemantauan dan evaluasi.  

c. Partisipatif  
Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan 
secara aktif dan interaktif para pemangku kepentingan, terutama 
kelompok-kelompok masyarakat sipil (OMS), akademisi, komunitas 
jurnalis dan asosiasi profesi. 
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d. Pemberdayaan  
Kegiatan pemantauan dan evaluasi tidak hanya dilakukan untuk 
kepentingan penilaian (judgment process) tetapi juga merupakan 
bagian dari proses pembelajaran bagi para pelaksana kegiatan 
maupun masyarakat umum agar menjadi lebih paham, peduli dan 
berdaya dalam pelaksanaan selanjutnya. 

e. Akuntabel  
Pemantauan dan evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara 
internal maupun eksternal.  

f. Tepat waktu  
Pemantauan dan evaluasi harus dilakukan sesuai dengan waktu yang 
dijadwalkan. 

g. Berkesinambungan  
Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan agar 
dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan 
kebijakan, program dan kegiatan. 

h. berbasis indikator kinerja  
Pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan indikator kinerja 
yang meliputi indikator masukan (input), proses, keluaran (output), 
manfaat (outcomes) maupun dampak (impact). 

i. menyelesaikan masalah (Debottlenecking) 
Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui proses koordinasi, dan 
analisis untuk mengurai masalah dalam pencapaian sasaran Stranas 
PPK. 

3. Tujuan utama koordinasi dalam tahap penyusunan Aksi PPK adalah 
untuk memastikan K/L dan Pemerintah Daerah menyusun dan 
menetapkan Aksi PPK yang dijabarkan dari Fokus Kegiatan Prioritas 
Stranas PPK sekaligus mengintegrasikan berbagai agenda atau inisiatif 
PPK lainnya dengan kriteria maupun ukuran keberhasilan yang realistis. 

4. Tujuan utama pemantauan dan evaluasi Stranas PPK adalah untuk: 
a. memastikan bahwa Aksi PPK K/L dan Pemerintah Daerah yang 

dituangkan dalam Instruksi Presiden tentang Aksi PPK dilaksanakan 
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; 

b. mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai persoalan yang 
dihadapi K/L maupun Pemerintah Daerah dalam kerangka 
pelaksanaan Aksi PPK; 

c. mengukur tingkat ketercapaian pelaksanaan Stranas PPK 
berdasarkan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan; 

d. menilai keberhasilan dan dampak pelaksanaan Stranas PPK; dan 
e. mendapatkan feed back untuk mendorong perubahan dan perbaikan 

pelaksanaan Stranas PPK. 

B. Proses Koordinasi 
1. Tahap Penyusunan Aksi PPK 

a. Kementerian PPN/Bappenas (Cq. Deputi Bidang Politik Hukum, 
Pertahanan dan Keamanan) bertanggung jawab mengkoordinasikan 
penyusunan Aksi PPK pada semua K/L sedangkan Kementerian 
Dalam Negeri (Cq. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah) 
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bertanggung jawab mengkoordinasikan penyusunan Aksi PPK pada 
Pemerintah Provinsi melalui Focal Point Provinsi.  

b. Bappeda Provinsi mengkoordinasikan penyusunan Aksi PPK pada 
Pemerintah Kabupaten/Kota, melalui Focal Point Kabupaten/Kota. 

2. Tahap Pelaksanaan 
a. Kementerian PPN/Bappenas (Cq. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja 

Pembangunan) bertanggung jawab mengkoordinasikan proses 
pemantauan tiga bulanan di semua K/L. 

b. Kementerian Dalam Negeri (Cq. Inspektorat Jenderal) bertanggung 
jawab mengkoordinasikan proses pemantauan tiga bulanan di semua 
Pemerintah Provinsi.  

c. Inspektorat Provinsi mengkoordinasikan proses pemantauan tiga 
bulanan pada semua Pemerintah Kabupaten/Kota. 

3. Tahap Pelaporan 
a. Kementerian PPN/Bappenas (Cq. Deputi Bidang Poitik, Hukum, 

Pertahanan dan Keamanan) bertanggung jawab memastikan semua 
K/L menyampaikan hasil pelaksanaan Aksi PPK setiap tiga bulan 
maupun laporan hasil evaluasi tahunan. 

b. Kementerian Dalam Negeri (Cq. Direktorat Jenderal Bina 
Pembangunan Daerah) bertanggung jawab memastikan semua 
Provinsi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Aksi PPK Provinsi 
setiap tiga bulan dan laporan evaluasi tahunan. 

c. Bappeda Provinsi memastikan agar semua Pemerintah 
Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi PPK 
Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tiga bulan dan laporan evaluasi 
tahunan. 

d. Kementerian PPN/Bappenas (Cq. Deputi Politik, Hukum Pertahanan 
dan Keamanan) bertanggung jawab menyampaikan laporan tahunan 
tentang capaian pelaksanaan Stranas PPK dengan didasarkan pada 
hasil pemantauan dan evaluasi tahunan Aksi PPK K/L dan 
Pemerintah Daerah.  

C. Proses Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan  

1. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Aksi PPK  
a. Penanggung jawab pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

Aksi PPK K/L adalah Kementerian PPN/Bappenas (Cq. Deputi Bidang 
Evaluasi Kinerja Pembangunan didukung Deputi Bidang Politik, 
Hukum, Pertahanan dan Keamanan). 

b. Pelaksana pemantauan dan evaluasi di masing-masing K/L adalah 
Inspektorat masing-masing K/L. 

c. Penanggung jawab pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK 
Daerah adalah Kementerian Dalam Negeri (Cq. Inspektorat Jenderal).  

d. Pelaksana pemantauan dan evaluasi Aksi PPK Pemerintah Daerah 
adalah Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

e. Pelaksana pelaporan capaian pelaksanaan Aksi PPK K/L adalah Focal 
Point yang ditunjuk di masing-masing K/L. 
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f. Pelaksana pelaporan capaian pelaksanaan Aksi PPK Daerah adalah 
Focal Point di masing-masing Provinsi, Kabupaten/Kota. 

g. Pemantauan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali yaitu Triwulan I 
( Januari – Maret), Triwulan II (April-Juni), Triwulan III (Juli-
September) dan Triwulan IV (Oktober – Desember). 

h. Sistem Pemantauan Stranas PPK disiapkan untuk membantu proses 
pelaporan mandiri (self reporting) capaian pelaksanaan Aksi PPK oleh 
masing-masing K/L dan Pemerintah Daerah secara On Line 
(Techonogy Based-Paperless). 

i. Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, K/L dan Pemerintah Daerah 
melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut : 
1) Aksi PPK yang telah dituangkan dalam Instruksi Presiden dan 

dilakukan penajaman di-input ke dalam Sistem Pemantauan 
Stranas PPK secara on line, sebagai dasar untuk pemantauan tiga 
bulanan; 

2) setiap tiga bulan, Inspektorat di setiap K/L dan Pemerintah 
Daerah melakukan pencatatan tentang pelaksanaan Aksi PPK dan 
menyampaikan kepada Focal Point di masing-masing K/L dan 
Pemerintah Daerah; 

3) Focal Point meng-input capaian pelaksanaan Aksi PPK ke dalam 
Sistem Pemantauan sebagai bahan pelaporan pelaksanaan Aksi 
PPK tiga bulanan; 
Proses teknis pelaporan secara on line, diuraikan dalam Bagian 3 
Anak Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan satu 
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini; 

e. Verifikasi laporan capaian pelaksanaan Aksi PPK  
a) “Verifikasi” merupakan proses untuk menguji apakah klaim 

capaian (dalam persentase) yang dilaporkan sama dengan 
kenyataan dilapangan berdasarkan pengkajian data dukung, 
keterangan serta konfirmasi yang diberikan pelapor. Dalam 
melakukan pengkajian, standar yang dipakai adalah kenyataan 
ditemukan dengan target yang ditetapkan dalam ukuran 
keberhasilan untuk periode pelaporan. 

b) Verifikasi laporan capaian pelaksanaan Aksi PPK K/L 
dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas (Cq. Deputi Bidang 
Evaluasi Kinerja Pembangunan didukung Deputi Bidang 
Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan).  

c) Verifikasi laporan capaian pelaksanaan Aksi PPK Provinsi 
dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Cq. Inspektorat 
Jenderal). 

d) Verifikasi laporan capaian pelaksanaan Aksi PPK 
Kabupaten/Kota dilakukan oleh Inspektorat Provinsi. 

e) Verifikasi suatu aksi dilakukan dengan melihat apakah data 
pendukung yang ada dapat mendukung klaim capaian yang 
diberikan. Dalam hal ini persentasi capaian yang dituliskan 
oleh instansi penanggung jawab aksi atas suatu kegiatan yang 
menjadi target akan dilihat, apakah sama dengan hasil 
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penelusuran data pendukung yang diberikan oleh instansi 
penanggung jawab tersebut. 

f) Verifikasi tidak terpengaruh/diganggu oleh informasi 
tambahan lainnya (misalnya: Aksi A tidak dapat dipenuhi 
karena APBD belum disahkan). 

g) Semua informasi tambahan merupakan data pendukung 
laporan, namun bukan merupakan data pembenar dalam hal 
tidak tercapainya suatu target. Dengan demikian verifikasi 
adalah aktifitas membuktikan capaian, bukan menganalisis 
sebab sukses/gagalnya capaian suatu renaksi. 

h) Hasil verifikasi laporan capaian pelaksanaan Aksi PPK 
disampaikan kembali kepada K/L dan Pemerintah Daerah 
untuk proses validasi.  

 Proses teknis verifikasi merupakan bagian dari tahapan 
pelaporan on line, yang diuraikan lebih lanjut pada Bagian 3 
Anak Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan satu 
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

f. Substansi laporan hasil pemantauan memuat tentang : 
a) realisasi/pelaksanaan Aksi PPK yang diisi dengan cara 

membandingkan target dalam rencana dan capaian akhir 
pelaksanaan aksi pada periode pelaporan triwulan; dan 

b) identifikasi masalah dan solusi serta tindak lanjut untuk 
periode pelaporan triwulan berikutnya. 

g. Evaluasi capaian pelaksanaan aksi PPK dilakukan setiap 1 (satu) 
tahun sekali, pada triwulan IV periode pelaporan. 

2. Evaluasi dan Pelaporan Capaian Stranas PPK 
a. Penanggung jawab evaluasi dan pelaporan capaian pelaksanaan 

Stranas PPK adalah Kementerian PPN/Bappenas (Cq. Deputi Politik, 
Hukum, Pertahanan dan Keamanan).  

b. Evaluasi capaian pelaksanaan Stranas PPK dilakukan setiap satu 
tahun sekali atau sesuai kebutuhan. 

c. Kriteria umum evaluasi yang digunakan adalah sebagai berikut :  
1) relevansi penyusunan dan pelaksanaan Aksi PPK dalam kerangka 

Stranas PPK;  
2) keterkaitan Aksi PPK dengan program dan kebijakan lain yang 

mengarah pada pencegahan dan pemberantasan korupsi terutama 
dengan rekomendasi UNCAC; 

3) dampak langsung maupun tidak langsung dari dan pelaksanaan 
Aksi PPK terutama yang berkaitan dengan peningkatan Indeks 
Persepsi Korupsi Nasional (Corruption Perception Index), tingkat 
kesesuaian regulasi dengan Konvensi PBB anti Korupsi (UNCAC) 
serta Indeks Sistem Integrasi Nasional. 

d. Dalam mengembangkan instrumen evaluasi Kementerian 
PPN/Bappenas (Cq. Deputi Politik, Hukum, Pertahanan dan 
Keamanan) dapat membentuk tim evaluator, dengan mengacu pada 
tiga kriteria umum evaluasi dalam rangka menjawab parameter utama 
untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Stranas PPK yakni 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


2013, No.204 23

meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi Nasional (Corruption Perception 
Index), tingkat kesesuaian regulasi dengan Konvensi PBB anti Korupsi 
(UNCAC) serta Indeks Sistem Intergritas Nasional. 

e. Instrumen evaluasi yang dikembangkan dapat juga menjawab sub 
indikator keberhasilan Stranas PPK dari masing-masing strategi, yaitu 
: Indeks Pencegahan Korupsi, Indeks Penegakan Hukum, Persentasi 
Penyelesaian Rekomendasi Hasil Review UNCAC terkait Peraturan 
Perundang-Undangan, Persentasi Penyelamatan Aset Hasil Tindak 
Pidana Korupsi dan Persentasi Tingkat Keberhasilan Kerjasama 
Internasional, Indeks Perilaku Anti Korupsi dan Indeks Kepuasan 
Pemangku Kepentingan terhadap Pelaporan PPK. 

f. Dalam rangka menyusun laporan tahunan, instansi yang menjadi 
sumber data pengukuran indikator dan sub indikator keberhasilan 
Stranas PPK, menyampaikan data terkait kepada Kementerian 
PPN/Bappenas (Cq.Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan 
Keamanan). 

g. Laporan pelaksanaan Stranas PPK merupakan bahan pelaporan pada 
forum Konferensi Negara-Negara Peserta (Conference of the States 
Parties) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.  

h. Bahan pelaporan sebagaimana dimaksud (pada konferensi Negara-
Negara Peserta) disusun setiap dua tahun sekali oleh Kementerian 
PPN/Bappenas dan Kementerian Luar Negeri serta instansi terkait 
lainnya. 

D. Kerangka Umum Partisipasi Masyarakat 
1. Arah Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Kerangka Stranas PPK 

a. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan komitmen 
bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu dalam kerangka 
Stranas PPK, masyarakat harus terlibat mulai dari saat penyusunan 
dan penetapan Aksi PPK, memantau pelaksanaan Aksi PPK baik yang 
dilaksanakan oleh K/L maupun Pemerintah Daerah hingga tahap 
evaluasi dan pelaporan capaian pelaksanaan Stranas PPK. Pelibatan 
masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan Aksi PPK disesuaikan 
dengan karakteristik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 
masing-masing. 

b. Keterlibatan masyarakat dalam kerangka Stranas PPK pada 
prinsipnya bukan semata-mata karena adanya hak berpartisipasi 
dalam proses kebijakan dan pembangunan, namun juga merupakan 
upaya pembelajaran dalam kerangka mendukung pencapaian target-
target upaya PPK secara lebih nyata dan berkesinambungan.  

c. Masyarakat berhak melakukan pengawasan independen. Dalam hal 
ini masyarakat (terutama Koalisi LSM/OMS, akademisi, jurnalis dan 
asosiasi profesi) dapat melakukan pemantauan untuk menilai capaian 
pelaksanaan Aksi PPK Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 
baik setiap tiga bulan maupun pada saat evaluasi tahunan. 

d. Hasil pemantauan masyarakat dapat digunakan untuk proses 
verifikasi dan validasi laporan hasil pemantauan sendiri yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun K/L.  
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e. Masyarakat dapat juga menyampaikan independent report kepada 
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas sebagai 
masukan untuk evaluasi capaian pelaksanaan Stranas PPK.  

2. Wahana Partisipasi Masyarakat 
a. Amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 
Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dengan 
jelas menyebutkan model pelaksanaan strategi nasional tersebut yaitu 
melalui Aksi PPK yang dilakukan oleh K/L dan Pemerintah Daerah. 
Meski demikian, dokumen Stranas PPK juga merupakan sumber 
belajar dan acuan bagi masyarakat untuk mengembangkan inisiatif 
maupun kerja-kerja nyata dalam mendukung dan meningkatkan 
keberhasilan agenda PPK. 

b. Secara simultan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran, 
pengetahuan dan pemahaman tentang Stranas PPK selanjutnya 
mendorong proses konsolidasi sumber daya dan melakukan 
pengorganisasian untuk pelaksanan agenda-agenda PPK. Beberapa 
wahana yang dapat dilakukan untuk pengembangan partisipasi 
masyarakat tersebut antara lain : 
1) mengembangkan model koalisi OMS seperti Forum Anti Korupsi 

atau nama lainnya untuk mengawal seluruh tahapan Aksi PPK 
baik pada level K/L maupun daerah sesuai karakteristik K/L dan 
masing-masing Pemerintah Daerah; 

2) membuat annual independent report tentang pelaksanaan Aksi PPK 
pada level Kabupaten/Kota, Provinsi maupun secara nasional; 

3) mengembangkan sistem pemantauan mandiri berbasis teknologi 
informasi yang mengedepankan data-data spatial sebagai alternatif 
validasi dan atau pembanding laporan pemerintah; 

4) mengembangkan model komunikasi interaktif dengan pelaksana 
pemantauan dan evaluasi Stranas PPK baik di tingkat pusat 
maupun di daerah. 

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan On Line 
a. Masyarakat dapat menyampaikan hasil pemantauan terhadap 

pelaksanaan Aksi PPK secara on line. 
b. Kerangka teknis partisipasi masyarakat dalam proses pemantauan 

secara on line, diuraikan lebih lanjut pada Bagian 4 Anak Lampiran 
Peraturan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

BAB IV 

PENUTUP 

 Tata cara ini ini merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 55 
Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 
2012-2014. Selain sebagai panduan bagi K/L dan Pemerintah Daerah dalam 
menyusun Aksi PPK, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas 
pelaksanaan Aksi PPK, tata cara ini juga merupakan pegangan bagi 
berbagai kelompok masyarakat OMS, akademisi, jurnalis dan asosiasi 
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profesi untuk turut mengawasi pelaksanaan Aksi PPK maupun 
mengembangkan agenda-agenda masyarakat untuk mendukung upaya-
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara lebih nyata.  

 Secara khusus, bagi daerah-daerah yang telah menyusun dan menetapkan 
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) perlu segera 
menyesuaikan kembali rencana tersebut menjadi Rencana Aksi Daerah 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK). Selanjutnya untuk 
kewajiban menyusun dan menetapkan aksi PPK tahunan, dapat 
menggunakan usulan aksi dalam RAD PPK tersebut dengan terlebih dahulu 
melakukan penyesuian pada format penyusunan aksi. Selanjutnya proses 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengikuti ketentuan sebagaimana 
diatur dalam tata cara ini. 
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